
 
 

 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

NOMOR : 263 SERI : A 
 
 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 24 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NIAS, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021, diamanatkan yaitu 
Bupati Nias menetapkan Peraturan  tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Tahun Anggaran 2021; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan  
Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang  Darurat Nomor 7 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor   
1092); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

   4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   5. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

   6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

   7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

   9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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   10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Lapran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693; 

   11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

   12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

   13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

   14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

   15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

   16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  
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   17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
(berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 

   18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita 
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

   19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

   20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2011 Nomor 7 Seri E); 

   21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 21 Seri A); 

   22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 
Nomor 25 Seri A); 

   23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

24. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 
Nomor 215 Seri E); 

25. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2015 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias (Berita 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 38 Seri 
E); 
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26. Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 
Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan 
Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2017 Nomor 55 Seri E); 

27. Peraturan Bupati Nias Nomor 60 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 223 Seri A); 

28. Peraturan Bupati Nias Nomor 53 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 
Nomor 216 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
NIAS TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
 
   

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri dari : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah .............................. Rp. 103.944.559.551,26 
b. Pendapatan Transfer ................................... Rp. 744.068.439.978,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah    .......  Rp. 36.729.402.142,00 

Jumlah Pendapatan ................................ Rp. 884.742.401.671,26 
 
2. Belanja 

a. Belanja Operasi : 
1) Belanja Pegawai .................................... Rp. 298.259.020.765,00 
2) Belanja Barang     .................................. Rp. 211.639.167.544,99 
3) Belanja Bunga ...................................... Rp. -,00 
4) Belanja Subsidi .................................... Rp. 532.000.000,00 
5) Belanja Hibah ....................................... Rp. 4.479.155.093,00 
6) Belanja Bantuan Sosial ..........................  Rp. -,00 

Rp. 514.909.343.402,99 
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b. Belanja Modal : 

1) Belanja Tanah ...................................... Rp. -,00 
2) Belanja Perlatan Mesin ........................... Rp. 19.476.896.057,00 
3) Belanja Gedung dan Bangunan ............... Rp. 21.866.675.211,08 
4) Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan  .......... Rp. 58.630.572.729,78 
5) Belanja Aset Tetap Lainnya  ................... Rp. 3.472.597.626,00 
6) Belanja Aset Lainnya ............................ Rp. -,00 

Rp. 103.446.741.623,86 
c. Belanja Tidak Terduga ................................. Rp. -,00 
  
d. Transfer : 

1) Belanja Bagi Hasil .................................. Rp. 586.314.126,00 
2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ....... Rp. 220.459.643.342,00 

  Rp. 221.045.957.468,00 
  

Jumlah Belanja..................................  Rp. 839.402.042.494,85 
Surplus/defisit ..................................  Rp. 45.340.359.176,41 

 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan  ............................................ Rp. 67.036.180.160,56 
b. Pengeluaran ............................................... Rp. 5.098.436.676,00 

Jumlah Pembiayaan Neto........................  Rp. 61.937.743.484,56 
 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan ................................................  Rp. 107.278.102.660,97 

 
 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nias ini. 
 
 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 
 
 
 

 
Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal  1 September  2022 

BUPATI NIAS, 

       ttd 

YAATULO GULO 
 
Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal      1 September  2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 

 

SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022  NOMOR : 263  SERI : E 


